BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 141/184 /HK/437.12/2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

BUPATI GRESIK,

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 angka 28

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
Menerapkan Sanksi Administratif Kepada Penanggung
Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Jika Dalam
Pengawasan Ditemukan Pelanggaran Terhadap Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1),
ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan
sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan
oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan
kewenangan penerapan sanksi administratif Bupati
dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan
Hidup Kabupaten. Penugasan atau pelimpahan sebagian

kewenangan ditetapkan dalam keputusan bupati;
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bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan
Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi
Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan
Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin
dengan Pembakaran Dalam;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi
Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009
tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Tidak
Bergerak di Jawa Timur;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013
tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau
Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52
Tahun 2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun
2011 tentang ljin Pemakaian atau Pengusahaan Air
Tanah dan Pengelolaan Sumber Daya Air;

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air;

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun
2013 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun
2015 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan

Hidup;
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten  Gresik  sebagaimana telah  diubah
beberapakali terakhir Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2021;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan

Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Mendelegasikan Kewenangan Penerapan Sanksi
Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Gresik.

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU meliputi:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. denda administratif;

d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau

e. pencabutan perizinan berusaha.

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada

Diktum KEDUA bertujuan untuk:

a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran
dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha
dan/atau kegiatan;

b. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup;

c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
dan

d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam

Persetujuan Lingkungan.
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Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA, kepada penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan ditetapkandalam bentuk Keputusan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 24 Pebruari 2023
BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI



